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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 

 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

 

Istilah kebijakan publik merupakan hasil adanya sinergi, kompromi atau 

bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-

kepentingan yang mewakili sistem politik suatu Negara. Menurut William N. 

Dunn dalam Winarno (2012:21) menyatakan kebijakan publik adalah suatu 

proses ketata pemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan 

keputusan pemerintah, dimana instansi yang terkait mempunyai wewenang 

atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan tanggung jawab 

melayani kepentingan umum. Selain itu menurut Anderson kebijakan 

merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh 

seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu 

persoalan. Sedangkan Edward III dan Sharkansky menjelaskan bahwa 

kebijakan publik apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan dari berbagai 

program pemerintahan. 
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Pendapat Carl Friedrich dalam Winarno (2012:21) mengenai kebijakan 

sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-

hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau 

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.  

 

Menurut Thomas R. Dye  dalam Winarno (2012:20) kebijakan publik adalah 

apapun yang diplih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. 

Jadi pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya 

dan kebijakan Negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, 

bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. 

Menurut Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang 

dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik, merupakan keputusan bersama 

yang dibuat oleh pemerintah, berorientasikan pada kepentingan publik dengan 

dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang 

ditimbulkan, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dalam 

rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik dan mencapai tujuan demi 

kepentingan seluruh masyarakat. 

 

2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik 

Menurut Anderson (2012:23-24) konsep kebijakan publik ini kemudian 

mempunyai beberapa implikasi, yaitu: 
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1. Kebijakan publik merupakan berorientasi pada maksud atau tujuan dan 

bukan perilaku secara serampangan.  

2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh 

pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan 

yang tersendiri. 

3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalm 

mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan 

perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. 

4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif.  

  

3. Tahap-Tahap Kebijakan  

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena 

melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena 

itu, bebrapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik 

membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa 

tahap. Tahap-tahap kebijakan publik (Dunn dalam Winarno, 2006:24-25) 

adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Penyusunan Agenda  

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 

untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa 

masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap 

ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah 

yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah 

karena alas an-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 
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b. Tahap Formulasi kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para 

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian 

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy 

options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk 

kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-

masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang 

diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor 

akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 

 

c. Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus 

kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut 

diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara 

direktur lembaga atau keputusan peradilan. 

 

d. Tahap Implementasi Kebijakan  

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika 

program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan 

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah 

harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi 

maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah 

diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan 

sumberdaya financial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai 
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kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan 

mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang 

lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. 

 

e. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, 

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu 

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih 

dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang 

dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau 

kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik 

telah meraih dampak yang diinginkan. 

 

Paparan tentang tahap-tahap kebijakan di atas telah menjelaskan bahwa 

tahap-tahap kebijakan tersebut sebuah proses yang berkesinambungan dan 

semuanya merupakan bagian integral yang saling berkaitan dan 

mempengaruhi satu sama lain. Tahap penyusunan agenda merupakan tahap 

awal dimana dalam tahap tersebut dilakukan identifikasi persoalan 

(masalah) publik yang layak untuk dibahas dalam tahap berikutnya, yaitu 

tahap formulasi kebijakan, setelah diformulasikan, pada tahap adopsi 

kebijakan akan dipilih alternatif terbaik yang akan dijadikan solusi bagi 

pemecahan masalah publik. Selanjutnya kebijakan yang telah diputuskan 

dan disahkan akan diimplementasikan untuk meraih tujuan awal yang telah 

ditentukan. Pada akhir, evaluasi (penilaian) kebijakan akan menilai 

ketetapan, manfaat, dan efektivitas hasil kebijakan yang telah dicapai 
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melalui implementasi dan kemudian dibandingkan dengan tujuan kebijakan 

yang telah ditentukan.  

   

B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan  

 

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti  

mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap 

sesuatu.  Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat 

itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan 

dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam 

kehidupan kenegaraan.  

 

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang 

dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: 

“Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam 

kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide 

the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu); dan to give practical effect to(untuk menimbulkan dampak/akibat 

terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64). 

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu 

(Bambang Sunggono 2008:137). 

 

Berdasarkan di atas maka implementasi itu merupakan tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan 
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dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat 

kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut 

dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat.Hal 

tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat 

apalagi sampai merugikan masyarakat. 

 

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa pelaksanaan merupakan tindakan 

oleh individu, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-

badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang 

membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-

badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandat 

dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk 

memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak 

dilakukan. 

 

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier (2008:12) merupakan 

pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk 

perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan 

peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah 

tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian 

output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai 

perbaikan kebijakan yang bersangkutan.  

 

Menurut uraian di atas, implementasi merupakan tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
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dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat 

kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut 

dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat, Hal 

tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat 

apalagi sampai merugikan masyarakat. 

 

Adapun implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh 

Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: 

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat 

administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik 

yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih 

dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 

2002:101-102). 

 

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk 

mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam 

bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau 

turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, 

implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua 

pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk 

program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan. 

 

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu implmentasi Van Meter dan Van Horn juga 
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mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu 

implementasi, yaitu: 

a. Ukuran dan tujuan kebijakan 

b. Sumber-sumber kebijakan 

c. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana 

d. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan 

e. Sikap para pelaksana, dan 

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

(Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:79). 

 

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat dipengaruhi 

berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu: Kesatu yaitu ukuran dan tujuan 

diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut 

dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.  

 

Kedua, sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang 

dikutip oleh Agustino, sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses 

implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya 

manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:142). 

Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan 

suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.  

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan 

pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan 

kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu 

merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu 
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sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan 

penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.  

 

Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri 

badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja 

implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri 

yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. 

Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas 

atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, 

kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya 

(Subarsono, 2006:7).  

 

Keempat, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya 

koordinasi implementasi kebijakan. Koordinasi bukanlah sekedar 

menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk 

struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula 

persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”. 

(Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2004:77). 

 

Berdasarkan teori di atas maka Semakin baik koordinasi komunikasi diantara 

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya 

kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula 

sebaliknya.  

 

Kelima, menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo, bahwa 

karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-
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norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn 

dalam Subarsono, 2006:101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas 

dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap 

disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus 

merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya.  

 

Keenam, dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut 

Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino adalah sejauh mana 

lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang 

telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan 

politik (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:144). Lingkungan ekonomi, 

sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu 

implementasi. 

 

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka 

diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. (M. Irfan Islamy 

2007:102-106) membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk, yaitu: 

a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan 

disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan 

terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara 

terhadap kedaulatan negara lain. 
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b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik 

perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan 

pembuatan kebijakan tercapai. (Islamy 2007: 102-106) 

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Solichin Abdul 

Wahab (2005: 36) dalam buku analisis kebijakan: dari formulasi ke 

implementasi kebijakan negara mengemukakan sejumlah tahap 

implementasi sebagai berikut: 

 

Tahap I Terdiri atas kegiatan-kegiatan: 

a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara 

jelas 

b. Menentukan standar pelaksanaan 

c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan. 

 

Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur 

staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode. 

 

Tahap III: Merupakan kegiatan-kegiatan: 

a. Menentukan jadwal 

b. Melakukan pemantauan 

c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan 

program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran 

dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera. (Hogwood dan Lewis 

dalam Wahab 2005: 36) 
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Implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan 

waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam 

Solichin Abdul Wahab (2005: 36), yaitu mempelajari masalah implementasi 

kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi 

sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-

peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan 

kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun 

usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja 

mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas 

sasaran (target group) tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, 

ekonomi, sosial yang berpengaruh pada impelementasi kebijakan negara. 

 

C. Tinjauan Tentang Model Implementasi Kebijakan Publik 

 

Model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edwards III disebut 

dengan direct and indirect impact or implementation. Dalam pendekatan yang 

dteorikan oleh George C. Edwards III terdapat empat variabel yang sangat 

menentukan keberhasila suatu kebijakan yaitu Komunikasi (Communications), 

Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur 

birokrasi (bureucratic structure) 

 

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu 

dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan untuk 

meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan 

pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi 

implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah 
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suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub 

kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui 

pengaruhnya terhadap implementasi. 

 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. 

Edwards III sebagai berikut: 

1. Komunikasi  

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-

tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab 

dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan 

kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan 

para pelaksana.  

 

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu 

dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran 

maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan 

suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya 

hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya.  

Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan 

interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa 

yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus 

mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya 

implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus 

mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan.  
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Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi 

kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang akan 

diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan 

mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil 

yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor 

secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. 

 

2. Sumber-Sumber 

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi 

program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang 

bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya 

dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah 

staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait 

dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa 

program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta 

adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan 

kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. 

 

Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) 

berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena 

mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf 

pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan 

skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.  
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Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat 

meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini 

disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru 

bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan 

kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-

teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumber daya penting bagi 

pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi 

mengenahi bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi 

pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan 

informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah 

dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu 

kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan.  

 

Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan 

memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, 

atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. 

Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu 

terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumber daya lain yang juga 

penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program 

dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik 

penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas 

yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi 

seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini 

mustahil program dapat berjalan. 
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3. Disposisi   

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan 

adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian 

isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati 

tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka 

proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk 

sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, 

petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan 

atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana 

mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali 

mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena 

mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi 

mengalihkan dan menghindari implementasi program.Disamping itu 

dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai 

sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi 

pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.  

 

Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan 

menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang 

yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, 

suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu 

penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para 

pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam 

melaksanakan kebijakan/program. 
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4. Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya 

dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi 

swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus 

tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan 

tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) 

mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan 

terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu: 

a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-

keperluan publik (public affair). 

b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi 

kebijakan publik  yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda 

dalam setiap hierarkinya. 

c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 

d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. 

e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu 

jarang ditemukan birokrasi yang mati. 

f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh 

dari pihak luar. 

 

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama 

banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi 

suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan 

menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. Berdasakan penjelasan di atas, 
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maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk 

mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno 

(2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”Standard 

Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”.”Standard operational 

procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan 

kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi 

kerja yang kompleks dan luas”. (Winarno, 2005:150).  

 

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk 

menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. 

Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang 

tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat 

dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat 

menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam 

penerapan peraturan. 

 

Berdasakan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno 

(2005:152) menjelaskan bahwa: 

”SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan 

baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk 

melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan 

membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, 

semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun 

demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga 

mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur 



32 
 

perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat 

fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru 

daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini”. 

 

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan 

kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) 

menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu 

kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan 

koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk 

melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan 

program atau kebijakan. 

 

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak 

lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang 

merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-

hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan 

implementasi kebijakan publik (Budi Winarno, 2005:153-154): 

”Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena 

terpecahnya  fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang 

berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi 

yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan 

terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk”. 

”Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan 

menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah 

dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya 
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dan besar kemumgkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang 

membutuhkan perubahan”. 

 

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari 

struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan 

pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif 

yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang 

mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter 

menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu 

organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu: 

a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan. 

b. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusaan sub unit dan 

proses-proses dalam badan pelaksana 

c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara 

anggota legislatif dan eksekutif) 

d. Vitalitas suatu organisasi. 

e. Tingkat organisasi “terbuka”, yaitu jaringa kerja komunikasi horizontal 

maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif 

tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi. 

f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan 

atau pelaksana keputusan. 

 

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal 

apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan 
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dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan 

kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi 

hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi 

individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. 

 

D. Tinjauan Tentang Anak  

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum 

pernah kawin. (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 1 Ayat 2). Anak 

adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak 

dalam kandungan. (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Pasal 1 nomor 1) 

 

Anak dalam aspek sosiologis : 

Kedudukan anak dalam pengertian sosiologis memposisikan anak sebagi 

kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat  tempat 

lingkungannya berinteraksi. Pengertian anak dalam makna social ini lebih 

mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan 

yang dimilki oleh si anak sebagain wujud untuk berekspresi sebagaimana 

orang dewasa (Fadilah, 2002: 35) 

 

Anak dalam arti Ekonomi : 

Status anak dalam pengertian ini dikelompokkan pada golongan yang non 

produktif kedudukan anak dalam bidang ekonomi merupakan elemen yang 

mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak dalam suatu konsep yang 

normatif, agar anak tidak menjadi korban (victima) dari ketidak mampuan 

ekonomikeluarga, masyarakat, bangsa dan Negara (Fadilah, 2002: 36) 
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Anak menurut Konveksi Hak Anak (KHA) : 

Dalam Pasal 1 KHA, anak didefinisikan sebagai manusia yang umurnya 

belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan 

umur yang berbeda yang mungkin diterapakn dalam perundanagn nasional. 

Sehubungan dengan bayi dalam kandungan ibu, apakah masuk dalam kategori 

anak sebagaimana dimaksud dalam KHA. Ada beberapa pendapat mengenai 

hal ini, pendapat pertma menyatakan bahwa bayi yag berada dalam kandungan 

juga termasuk dalam kategori anak seperti yang dimaksud dalam KHA. 

Pendapat kedua menyatakan bahwa yang dimaksud dalam KHA, yakni anak 

terhitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 tahun. 

 

Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Anak 

jalanan selanjutnya disebut anjal adalah anak berusia 0-18 tahun yang 

beraktivitas di jalanan antara 4-8 jam per hari. (Perda Kota Bandar Lampung 

Nomor 03 Tahun 2010) 

 

E. Tinjauan Tentang Anak Jalanan 

 

Menurut UNICEF (2007), anak jalanan adalah anak yang berusia kurang dari 

16 tahun yang bekerja di jalan-jalan perkotaan, tanpa perlindungan dan 

mereka menghabiskan waktu dijalanan atau alasan mereka berada di jalanan. 

Anak jalanan merupakan anak laki-laki dan perempuan yang menghabiskan 

sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan 

tempat-tempat umum, seperti pasar, mall, terminal bis, stasiun kereta api, 

taman kota (Departemen Sosial RI, 2008). 
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Anak jalanan adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan bertalian 

dengan masalah sosial, terutama kemiskinan. Fenomena sosial yang saat ini 

terus mencemaskan dunia. Sebagian besar anak jalanan adalah remaja berusia 

belasan tahun. Tetapi tidak sedikit yang berusia di bawah 10 tahun. Anak 

jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktivitas disektor informal, seperti 

menyemir sepatu, menjual koran, mencuci kendaraan, menjadi pemulung 

barang-barang bekas. Sebagian lagi mengemis, mengamen, dan bahkan ada 

yang mencuri, mencopet atau terlibat perdagangan sex. (Suharto, Edi, 2008) 

 

 

Anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok (Departemen 

Sosial RI, 2008) yaitu: 

1. Anak jalanan yang hidup atau tinggal di jalanan 

Adalah anak-anak yang hidup dan tinggal di jalanan. Pada kelompok ini 

kebanyakan adalah anak-anak yang tidak lagi berhubungan dengan 

keluarganya, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap. Anak-

anak pada kelompok ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Putus hubungan atau lama tdak bertemu dengan orang tuanya minimal 

setahun yang lalu. 

b. Berada di jalanan seharian dan meluangkan 8-10 jam untuk bekerja, 

sisanya untuk menggelandang. 

c. Tidak bersekolah lagi. 

d. Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat, seperti 

emperan toko, kolong jembatan dan lain-lain. 
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e. Pekerjaannya mengamen, mengemis, pemulung dan serabutan yang 

hasilnya untuk diri sendiri. 

f. Rata-rata berusia dibawah 14 tahun. 

 

2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan 

Adalah anak-anak yang bekerja di jalanan, yaitu anak-anak yang 

menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau tempat-tempat 

umum untuk membantu ekonomi keluarganya. Pada kelompok ini anak-

anak masih memiliki hubungan dengan anggota keluarganya dan sebagian 

masih duduk dibangku sekolah. Kelompok ini bercirikan: 

a. Berhubungan tidak teratur dengan keluarganya, yakni pulang secara 

periodik misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak tentu, 

mereka umumnya berasal dari luar kota untuk bekerja di jalanan. 

b. Berada di jalanan 8-12 jam untuk bekerja dan sebagian lagi mencapai 

16 jam. 

c. Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri/bersama teman, 

dengan orang tua/saudara/di tempat kerjanya di jalanan. Tempat 

tinggal umumnya kumuh yang terdiri dari orang-orang sedaerah. 

d. Tidak bersekolah lagi. 

e. Pekerjaannya menjual koran, pengasong, pencuci mobil, pemulung, 

penyemir sepatu, dan lain-lain. Bekerja merupakan kegiatan utama 

setelah putus sekolah terlebih diantara mereka harus membantu orang 

tuanya yang miskin, cacat/tidak mampu. 

f. Rata-rata di bawah 16 tahun. 
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3. Anak-anak yang berpotensi menjadi anak jalanan  

Adalah anak-anak yang berpotensi untuk menjadi anak jalanan, yaitu 

mereka yang sering berhubungan dengan jalanan misalnya mereka yang 

menjual koran di jalanan. Ciri dari anak yang termauk kelompok ini 

adalah: 

a. Setiap hari bertemu dengan orang tuanya (teratur). 

b. Berada di jalanan sekitar 4-6 jam untuk bekerja. 

c. Tinggal dan tidur bersama orang tua atau walinya. 

d. Masih bersekolah. 

e. Pekerjaannya menjual koran, pengamen, menjual alat-lat tulis, menjual 

kantong plastik, penyemir sepatu untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

dan orang tuanya. 

f. Usia rata-rata di bawah 14 tahun. 

 

 


